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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya
Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Recana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersususn dengan
memedomani Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen
Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil
evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan
dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tehun 2025. 5emoga Aliah SWT

senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 24 November 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Bintu

Pembind / NIP. 19840323 200212 1 002
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EXECUTIVE SUMMARY

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja
dan pendanaan sesuai degan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan
berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA}

DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas)
Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk
mendukung pencapaian target kinerja yakni jumiah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar

630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,77.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun
2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8,864,341,476,-, yang terbagi kedalam 6 program,
yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal,
Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.




BABI
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.
Rancangan Awal Renja Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

disususn secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan seuai dengan amanat Undang — undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepoada Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya
memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah maupun vyang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah — Langkah
dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja
Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Oleh karena itu sebagi salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja
Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang

dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku
Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun
Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu
program maupun dengan prorgam lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan

issue strategis daerah yang memuat dalam rancangan awa! RKPD Kota Banda Aceh.




Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen — dokumen perencanaan yang
sudah ada yaitu RPD Kota Banda Aceh tahun 2023 — 2026 dan Renstra DPMPTSP tahun
2023 - 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rancangan Awal Renja tahun 2025 ini disusun sebagi acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) kota Banda Aceh
yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah {(RKPD) dan

Anggaran (RKA) DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan

Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional:

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Nasional;

8. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Kepada Masyarakat;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Ri
Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang hasi! verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda
Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan;




22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Aceh Tahun 2023 — 2026;

24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan,
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;

25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pendelegasian
Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah { RPD ) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun

2025 adalah menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai
dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan
Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan sesuai deangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota
Banda Aceh (RPD) tahun 2023 — 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan
perencanaan pembangunan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu di kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan
dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh
Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota Banda Aceh sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomio Yang Kondusif Melalui Kebijakan
Penanaman Modal”,

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) kota Banda Aceh tahun 2024. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian

Indikator Kinerja Utama( IKU ) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.




1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun
2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan R
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun
2024 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :
Sistematika Penulisan :
BAB | Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
BAB It Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB Ill Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh |

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

BAB V Penutup



BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah.
Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan

2.1.

Pelayanan Tepadu Satu Pintu, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan
setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD
menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk
selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan
adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian
di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023
- 2026.

Pada tahun 2023 terjadinya Perubahan anggaran DPMPTSP Kota Banda Aceh dari
sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp. 7.992.313.742,- yang di bagi kedalam
2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin) Rp. 22.054.000,-
Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d Oktober adalah sebesar Rp.6.135.100.855,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik : 69,29% dan Realisasi Keuangan : 79,12% dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan JIh Angpgaran Realisasi Sisa (Rp)
(Rp) Fisik | Realisasi Keuangan
% Rp %

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 4.840.935 160 4.840.935

Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.955.136.55
2

90

4,128,363,68
0

77,72

1,183,319,480

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

132.795.797

75

99,094,703

74,62

33,697,244




4, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan 22.054.000 00 - 22.0654.000
Pemerintahan Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | 1,468,695,04 95 1,312,633,31 | 84,99 156,061,731
Daerah 3
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 116,370,101 55 41,318,630 35.51 75,051,471
Pemerintahan Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 0% dan realisasi Keuangan : 0% , dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Jih Anggaran (Rp) Realisasi Sisa (Rp)
Fisik Realisasi Keuangan
% Rp %
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi | - 00,00 - 00,00 -
Penanaman  Modal Yang  Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan lkiim Penanaman Modal
Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Jih Anggaran {Rp) Realisasi Sisa (Rp)
Fisik Realisasi Keuangan
% Rp %
1. Kegiatan Penetapan Pemberian | - 00,00 - 00,00
Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 30 % dan realisasi Keuangan : 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Jih Anggaran {Rp) Realisasi Sisa (Rp)
Fisik Realisasi Keuangan
% Rp %
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non | 17,436,115 70,00 5,210,130 29,88 12,225,985
Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal yang menjadi
kewenangan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Realisasi Fisik : 41 % dan realisasi Keuangan : 61,45 %, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan IIh Anggaran (Rp) Realisasi Sisa [Rp)
Fisik Realisasi Keuangan
% Rp %

|




1. Kegiatan  Pengendalian  Pelaksanaan 333,900,000 95.00 205,177,400 61.45 128,722,600

Penanaman Mecdal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Madal.

Realisasi Fisik : 52 % dan Realisasi Keuangan : 51,38 %, dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Jih Anggaran (Rp) Realisasi Sisa (Rp)
Fisik Realisasi Keuangan
% Rp %
1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi 644,192,000 52.00 331,000,000 51.38 313,192,000

Perizinan dan Non Perizinan Yang
Terintegrasi Pada  Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1) Realisast program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023
adalah sebagai berikut;
Terdapat 10 (Sembilan) kegiatan pada 6 {enam) program yang belum memenuhi
target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :
a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
o Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (90%)
» Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (75,75%)
e Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan
Daerah (0 %)
e Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95%)
e Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah (55%)
b. Program Promosi Penanaman Modal
s Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
c. Porgram Pengembangan lklim Penanaman Modal
e Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
d. Program Pelayanan Perizianan Penanaman Modal
e Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (70%)

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.




2)

3)

4)

5}

6)

e Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (95%)
f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
e Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang

Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (52%).

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
s Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah (100%)

Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan

Faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapinya target pada beberapa program dikarenakan
capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada

kegiatan yang lebih stategis.

implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian
program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM
untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mampunya secara terus
menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya,

sehingga tidak menemukan potensi ungulan investasi.

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambit untuk
mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan

kegiatan.




Tabel 2.1
Rekapitulasi Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

Target dan Realisasi Kinerja Program, Keglatan dan
Sub Keglatan Tahun 2023 (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra Perangkat Daerah s/d

Tahun 2024 ‘
Target Kinerja Capalan Realisasl Target Kinerja ‘Target Program, Kegiatan i
Urusan/8idang Urusan .
Indikator Kinerja Program Program {Renstra Hasll Program & Keluaran dan Sub Kegiatan Renja | p_ipeaq) capaian !
Kode Pemerintahan Daerah dan :
> TKegiat (outcome] /Keglatan {output)  |Perangkat Daerah} Tahun | Keglata, Sub Kegiatan s/d| 1y oot penja Perangkat Daerah Tahun Program, ;
i
rogram/Kegiatan 2023-2026 Tahun 2022 {n-3} Perangkat Realisasl Renja Tingkat 2024 {n-1) Keglatan dan Sub Tingkat Capaian ‘
Perangkat Daerah Realisasl ‘Target :
Daerah Tahun Tohun 2023 {n-2) Realisasl {%) Keglatan s/d Renstra (%) |
2023 (n-2) shun Tahun Berjalan i
Tahun 2023 [n-1) i
) o) (3 ) &) ) 7] {8)(7/8) ) (oefsrss) | (asn/g
1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1,620,729,312 i
11 @
Program Perumjang Urusan Daarah [P uh J i
100% 7,601,606,312 100% 100 % :
Kab/Kots peranghat daerah b % 100 % 503,606, 1
8| & j20
agioten Parancansan, Fenganggaren, den Persentieg dokirttin SANCEEN, POngangiaran 100 %
D dan 000 yarg 100 % 10 % 100% 4,340,125 1% i
18 [ 0z | 200 [ o000 i
Sub Keglatan Penyusunan Dekumen Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 9 Dokumen ] Dukumen 9 Dokumen 4,540,123 9 Cokumen E Dokumen i
Perencanasn Perangkat Dagrah
bt 3 02 {108 i g -~ - " " 00% w ™
Dasrsh 18 “ 1w L] 100% 3,851,040,
14 02 202 {0001 i i
Sub Kegtitan Penyedlaan Gali dan Tunjangan |lumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan 12 Bulan 7 bulan 12 Butan 4,920,373,118 12 8¢lan 12 Buian
ASN ASN yang dlsedlakan
18 [ 02 | 202 {0002 . Jurlah waktu lasa Tenaga Pendukung ‘
Sub Keglatan Penyedlaan Adminlstrasi Administasi/ Teknis Perkantaran yang 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 506,675,000 12 Buizn 12 Bulan :
Pelaksanaan Tugas ASN |
disediakan ;
W | o |ros ogletie - e Ade e " !
o 1 % m ] 100%. 43,839,000 100% ‘
" e szbKe‘ P d Pakal i lah Pak: dl langki
u g\al?n 'angadaan Pakalan Dinas Jumlah Pa aia|:| nas beserta perlangkapan 0 Stel o Stal O5tel 43,835,000 0 5tal 1] Stel
beserta Atribut Kelengkapannya nya yang disedigkan
w | 0| P 0 % :
100% 1 H
Hogiatan Administras Limum Peranghat Daersh adminiatres wnim 400 L] 100 % 100% 146,908,077 H
18 ) 01 | 206 | 0001 . _|lumiah Janis Kompanen Instalas| Listrik/ |
Sub Keglatan Penyediaan Komponen (nstalns? Penerangan Bangunan Kantar yang ] Jenis £ bulan SBulan 3,463,853 9Jenis 9 lenis !
Listrik/Penerangan Bangunan Kanter H
disediakan
18 01 | 206 | 0004 " i
Sub Keglatan Penyedlaan Bahan Logistik Jb{mluh]en\s Bahzn Logistik Kantor yang 5 Jenis 8 Dokumen 6 Dokumen 17,367,638 £ lenls 3 lanis |
Kantor disediakan '
18 | oL | 208 | 0005 ) ) |
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan [Jumlah jenis Barang C,uilklndan 6 Jenls 16 Bokuman 16 Dokumen 76,156,586 16 Jenls 16 Ienis i
Penggandean Penggandaan vang disediakan .
18 Q1 | 206 [ 0003 i |
Sub Kegtatan Fenyelenggaraan Rapat Jumlah laporan rapat koordinasi dan 241 2 Laporan |
Keordinasi dan Konsultasl SKPD konsultasi ke luardaerah yang dilaksanakan u Laporan 1 laporan lapomn 50,000,000 #peran g ;
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n o H
L todt 00 % 100 » 200% 0,124,000 o * !
~
3 [ g7 !
™ Meodnl 1 1 M LIN008 1 Lagrorbes Laparan
eyl Laguren 1 Lagwron Lugmven
I el Iumiah Keik ” ' ! 1 “all 1 Kegiat 1 Kaglutan 20,123,000 Lhali ki
ikutdwria n ,123
Penansman Modal Daerah Kabupaten/Kote umiah Keikutsertaan Pamaran lnvestas 2 glate ¢
i o4
| Program Petaysnen Pananaman Mods! Tingiiat 100 L3 100 % 100% . L% L3
E ) o 1M
Kaghotnn Pulrpinis Parkioiet ok Nart Ppisinan - .
isecnre Torpud iy Mini & Bidury Pansramen !
(Bucare Torpade Sotu Pt Mifinng Pananaman Y Laparsn H Lapares. T Laporan - 2 Lagoran Lopiral
inslnl yong manjad biveanungin Dusral s
| Kalnaputan/ KXo
Jumish Laporan pelaku useha yang sudah
Pemantausn pemenuhan kamitmen Padzlnan ) o0 komitmen kereinas dan ton o [ 1 Inporan o 0 Ll
dan NorPerizinan Penanaman Madat
Ferizingn
Penyediaan layanen Konsultasi dan
Pangeiciaan Pangadusn Masyarakat terhadap iumiah Responden yang mangikutl Survey s o ' Japoren o o 0
pelayanan Tarpsdu Perlzlnzn dan Non kepuasin misymrakut
Paritinan
18 [ 04 | 2.01 [ OD06 |Sub Kegiatan Pamantsuan Pemenuhan
U T tu
Kemitmen Perizinan dan Non Perizinan Jumuh Prngawasan Tempat Usahs wng 20 Pulaku Uraha 200 Paieku Usatn
Mamiliki lzin usaha
Penanaman Modal
18 [ 04 | 201 [ 0007 Joup kegintan Perywdiasn Laye sen Konsulta st
dan Pengaiolzan Pengadusn Mayarakat umiah masyrakat g Hlayani entuk 500 Matyarakat $00 Masyarakat
tarnsdap Peizyanan Terpadu Perzinan dan Konsuitas|fPanga duan yang Ditindaklanjut
Nongarizinan
i L3 Progrem
Modet el % 100 * 100N - 100% »
Misl 100
] o | LO%
i L
Lugar - o .
Moslul yeng therjol] Kewsnangan Usernls Pemaremen Maisd 1 [P o L ] 100M
Kogrdinasl dan Sinkronispci Pementauan 9
I [+ 0
Falaks anaan Penanaman Moo iumtah isporan pemantausn LKPM o Q 1 laporan
Jumiah {aparan pelaku uisha yang talah
fkoordinasl dan Sinkronisasi Pembinaan mendapathan pemblnuan terhadap P o 1 laporan a ] o
Pataksanaan Penanaman Modal
penvempalan LKPM
Koordinasi dwn Sinkeanisasl Pengawasan lumiah laporan pengawasan teshaden . o i - o o [}
Pelskiansan Penanaman Modal kepatuhan panyampalan LKPM owlh Invertar
1. 05 | 201 | coo4
Sub Kegiatan Penyelasalun Pernasafahan Jumtah L porin parmantausn . 1
dan Hpmbaten yang dihsdapl Paleku Uswha 1 Keglatan Usaha Keglatan Uiaha
dalam merasiisaniken Kegistan Ysshsnys .
L as | 201 | 0003 1
Sub Kegiatan Bimbingan Teknls knpeds lumin b Laporan palaku ussha yang telah
ki
Pelaku Ussha. mendapatken pemblinaan ! Pelaky Ussha Pelaky Lsahs
1] 08 | 20t [ 0006
lumlah taporsn Pelakskheas pangawscan 1
Sub Keglatan Pesgawasan Penensman Modsl, Penansman Modal 1 kegiatan Usahs Keglatan Usahs
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ulaw
&7, 100%. e % '
Pantinjang Unsan intah Dearsh Doutxh Peraming Urossn Pomarietsh Daarsh b ¥ » * 0o ST i
18 [ of 207 {0006 Lo
Su‘b Kagiatan Pengadaan Perziatan dan Mesin Ju‘mla.h Peralatan dan Mesin Lainnya yang 50 unit 3 unit 50 Unit 59,537,582 50 Unit 50 Unit
Lainnys disediakan
18 0L | 207 T 001D :
$ub Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Jumlah Sarana da_ansaranaGedyngKanlov 1 Unit Q unit 1Unit 8,036,500 1Unit 1 unt
4tau Bangunan Lainnya yang disediakan
Lainhya .
"RERE) !
Kaglater Peryedinan Jasa Peunjarg Unsan iy s |
Y ] % 100%. AT 354573 0% 100 % i
Pemeriateh Dxarsh njang Urusan Parnerintzhan Dascsh b X i
18 | 01 | 208 {0062 i i ; i
Sub Kegiatan Penyadlfan Jasa Kemunikasl,  [lumlah wakty Penyeldm.an Jata Xomunikasi, u Bulan 12 butan 12 Bulan 1,150,000,000 12 Bulan 12 Bulan
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air & Listrik
1801 2.08(0004 ] i
Sub Kegiatan Penyediazn Jasa Pelayanan Jumlah waktu Penvediaan jasa Pelayanzn 7 Bulan 12 bulan 12 8ulan 167,354,973 12Bulan 10 Bulan
Umum Kantor Umum Kantor
¥lon{m
[ogiotan Panetiarnen ormrg sk Dm0 UL IO P 100 X ® % 100% 103,65,99 100% 100 *
g Pemerintshen Daersh
18 01 | 209 | G002
Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pemeiiharaan, lumlah Unit Pemelibaraan, Pembayaran Pajak
Blaya Pemeliharaan, Pajek dan Perlzinan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 7 Unit 7 unit 7 Unit 43,670,000 7 Unit 7 Unit
Kendaraan Dinas Operasional ateu lapangan [atau lapangan
1z 01 | 2.09 | DODS f i
Sub Keg\ajtan Pemelinaraan Perglatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnys yang 5 Unit 59 whlt s3Unlt 65,399,474 56 Unlt 59 Unit
Mesin Lainnya dipelthara
18 01 | 206 0010 Sub Kegiatan Pemeliharaan/fehabillitas| Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lsinnya
Sarana dan Prasarana Gedung Kantar atau X i 2 B ¥ » unit £ unlt 32 Unit 18,808,465 32 Unit 3z Unit
yang dipelihatajdirehak
Bangunan Lalnnya
B
[ vy lidim
Program Pengarabangan il Peneiaren Motal | ! e ) 100 % [ 0 100% 5,000,000 100% 100 %
Ll B Kaginten Ponutupan Pombaron FaslPas/vumeet | ] ——
Cibideng Peransman Model yang Menjadt 100 % ? ¢ 0% 1,504,500 100% il %
x Besrah kat 1 Dibicng Pananaman Model
18 [ 02 [201 0001 Sub Keglatan Penetapan Kabijakan Daerah Jumlah Penetapan Ketnjakan Daerah
Mengenai Pemberian Fasilitas/incentifdan  |Mengenai Pembetizn Fasllitas/Insentif dan 1 Dokumen a 0 1Dokumen 2,504,500 1Dekumen 1 Dokumen
kemudahan Penanaman Madal Kemudahan Penanaman Moda
H|a | n
Juriah Pambusten Puts Potens! Penenman
Kagloton Farebuntan Pety Potenst ivvestal I 100 % 0 0 100% 2,495,500 100% 100 %
18 02 | 202 [ 0001
Sub Keglatan Penyusunan Rencana Umum Jumlah Aencana Umum Penanaman Modal 1 Sokumen o o 1 Dokumen 2495.500 1 Dokumen 1 Dokumen

Penanaman Modal Daerah Katupaten/kota

Oaerah KabupatensKota yang dikeluarkan
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Progran Pangelolaan Data dan Ststem Informas]

Persentase Peningkatan Sistem informast

Pelayanana Perizinan Berusaha Terntegrasl
secara Elektronik

Pelayanan Perdzinan dan Non Perizinan

i i % 100%
Penanaman Modal Penanaman Modai ns N w
n u
(Rogiotar: Pangalotazn Dats dan informasi Jumiah Sistem irformas| Pertzinen Bedasis
Purizinen dart Non Puricinen yeng Terintsgrasl | Elaiironik yong Terinbagrast dengen Sistem w0 % 00 Pulakulisshe 100%
[pace Tinghat Daersh Kabupaten/Kota Pelaysnan Parkinn dan Non Pestzinen
Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan informasi Perlzinan
dan Non Partzinan Berbasis Sistem Jumlah pengunjung MPP 0 0 48000 Masyarakat 0
Paigyanana Pesizinan Berusaha Terintegrasl
sacara Elektronlk
L 201 | 0002 |, Kegiatan Pengelahan, Penyajlan dan
Pemanfaatan Data dan informas| Perlzinan  |lumtah Sistem Informasi Perlzinan Berbasls
den Non Perizinan Berbssls Sistem Elektranik yang Terintegrast dengan Slstem H Dokumen 1Dckumen

Note:

*Warna Pink adalah Sub Keglatan pada Tahun 2024
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2.2,  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016
tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara
fain:

1. melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu. Satu pintu.

3. Menyusun peta potensi investasi kota.

4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD} kota Banda Aceh Tahun
2023 - 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan
sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP kota Banda Aceh terdapat pada
RKP vyaitu “ Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional” dengan
sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta
layanan publik berbasis elektronik” . Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka
dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun
2023 - 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP kota Banda
Aceh untuk 5 (lima} tahun mendatang yaitu :

1. Jjumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
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Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

{Kondisi per September 2023}

REALISASI
INDIKATOR TARGET KINERIA KINERJA CAPAIAN
SASARAN PROGRAM SASARAN TAHUN
SASARAN 2023 SASARAN TAHUN 2022
TAHUN 2023
Optimalnya Reformasi P
primainy 31 Jumlah Nilai rogrom
Birokrasi dan Tata . Pengendalian
. Investasi Berskala .
Kelola Pemerintahan Nasiaonal Pelaksanaan 575,27 Milyar 436,915 Milyar 132%
pada Penanaman Modal Penanaman
PMDN/PMA
dan Pelayanan Terpadu Modal
Satu Pintu dan
Meningkatkan
i Program
Pertumbuhan Ekonomi
) . Indeks Kepuasan Pelayanan
yang Kondusif Melalui 80,74 93,67 98%
z Masyarakat (IKM} Penanaman
Kebijakan Penanaman Modal
Medal.
Rata - rata Persentase Realisasi 77%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan
ketiga mencapai Rp. 401.456.243.662 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing
(PMA) sebesar Rp. 57.182.603.920 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) mencapai Rp. 344.273.639 triliun, dengan jumlah 446 Investor.Capaian kinerja
pelayanan DPMPTSP kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu pada semester | tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori
A ( Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh
telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit
penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah
Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada
tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai.
Untuk itu kerja besar dan kerja keras dari seluruh stakeholders terutama internal sangat
diharapkan. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas

pelayanan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

SPM/ Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
NO Indikator Standar IKK Analisis
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun (2023) Tahun Tahun
(2022) | (2023) (2024) {2025) {2022 (2025) (2026)
(1) (2) (4) {5} (6) (7 (8 {9) (10) (1) {12) (13)
1 |Indeks Kepuasan Masyarakat
93,67
(IKM) pada Penanaman Modal 9225 | %74 | 975 | %76 | 922 iy 076 | 9077
dan pelayanan terpadu satu (kondisi SMT 1)
pintu
2 |Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {AKIP} pada cc cc 8 B B i B B
Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu satu pintu
3 |Persentase Pengembangan
. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Iklim Penanaman Modal
4 |Persentase Promaosi ) 100% 100% 100% 100% . 100% 100%
Penanaman Modal
Persentase Nilai Penanaman
5 Modal - 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
oda
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan
yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan,
sasaran, strategis dan arah kebujakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka
peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi Online Single Submission (OSS). Penerapan
sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan
perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha
untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan 0SS selanjutnya
diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat
mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat
penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan
memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan
investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga
pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi
investasi khususnya di kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk
mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut
karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh
pemerintah daerah terkait sistem OSS baik datam regulasi maupun sistemnya. Adapun
beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam

penyelenggaraan perzinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP
di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi
pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan

pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak
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mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah

teknis

Mendorong  kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait
penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem 0SS, baik regulasi maupun

sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah:

Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan
daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK
ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan

diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.

Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan
pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam
bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi

penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.

Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan Non
Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan

dan Non Perizinan.
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BAB I
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas
penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 — 2024 yang merupakan tema
pembangunan tahun 2020 — 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut
dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP!MN) Tahun 2020
-~ 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang

didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana kerja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan tahun
kedua dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada
Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP kota Banda Aceh selama lima
tahun mendatang vyaitu  “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola
pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”, serta
“Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal” Sementara
itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh tahun 2023 -
2026 yaitu:

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman
Modal.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman
Modal.
Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain:
1. Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Persyaratan investasi.
2. Peningkatan Kapasitas SDM secara kuantitas dan kualitas

3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai SOP.
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4. Optimalisasi Investasi jangka Panjang.

Arah kebijakan DPMPTSP kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan realisasi

investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk lima tahun mendatang,

antara lain:

1.
2.

3.3.

Penyiapan data dukung Investasi dan Sarpras.
Pembenahan Iklim Investasi dan penguatan Pelayanan terpadu satu pintu.

Program dan Kegiatan.
Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam

mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terrhadap rumusan Program dan
kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :
a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak
telepas dari memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu
sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui
kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun
2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31
menjadi 3,39. Kemudian pada tabun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1
persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat
pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sector Administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda
Aceh mengalami perlambatan Kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic
Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh.
Seluruh sector mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara
drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan
perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.
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b}  Pencapaian SDG’s

Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s)
adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional
dimasa mendatang, dibuat oleh perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan
sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG’s
menggantikan MDG’s (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laku berlaku
terhitung mulai akhir 2015. SDG’s aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dalam pencapaian SDG’s yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus Perizinan berusaha
yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan
Pengawasan bagi para pelaku usaha metalui kegiatan kunjungan lapangan.
Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan
Bimtek Implementasi pengawasan perizinan perizinan berusaha berbasis
resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku
usaha.

- Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan
yang layak untuk semua., Ditendai dengan jumlah Investor PMDN/PMA
tahun 2023 (kondisi TW Ill) sebanyak 2,696 investor. Dengan nilai realisasi
investasi sebanyak Rp. 436.915.815.354

2. Uraian garis besar menengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki
tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan,
program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.

1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

21




1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanamanm
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
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3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.
4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system
perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan
berusaha berbasis risiko
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak
dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk
kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dibeberapa
tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
adalh 6 program, 13 kegiatan, dan 24 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu

indikatif 2025 mencapai Rp. 8,864,341,476.
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Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah tahun 2025

Rarcara Tahun X208

Peiidraan Maju Rencan a Tabun 2026

Wrusan/Bigang Urusan Peme rintahan Daarah dan Caatan
Kodd trdik Dana/ P Kebutuhan Dana/ Pagu
Prog ram/Keglatan ik ator Kingrla Programy Keglatan Lokast Target Capalan Kinarla Kabutuhan /Py Sumber Dana Paraing Target Capalan Kinerja /e
indlkadt Indikast
12 4. il - iE L L
Urvsan Pemerintahan wajib vangtidak berkaltan
dengan pelayanan Dasar
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TICNEYS Kegiatan Pengaciann Serang Mil Casrah Persentase pernanulian kebotuhan Berang MR} _
am Sands Aceh, B, 10 % [~
Petnjang Urusan Pemerintsh Deerah Daeroh Penunfang Urisen Pesseriotah Dasreh . iy 100 % 61502 PAD Artl ]
1801} 207 0006 SAU Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Ea_m.z Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kota Banda Aceh, Baitwrahian, @ Uit 59,537,582 PAD %0 Unit 59,537,562
Lainnya disediakan Kampung Baro
18{01| 207 Sub Kegiatan Pengadaan Sararadan Prasarana  |Jumiah Sarara dan Prasarana Gedung Kantor
010 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnys atau Bangunan Lainnya yang disediakan Kot t.”....”..--“u!!! . it 03500 a0 . i 85650 .
1B(01] 208 Kagiston Penyediean Jass Panunjang Urusan Persentaes pemenuhan Pempadiaen inss
Pemariotah Dusrah Pemriong Uruser Pomerintshan Dearah | " 7 AT mminan | g % \masun|  mo w0 % smsm
18701 208 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Kota Bande Aceh, Baiturrahunan,
000,000 PAD 12 Bulan 1,190,000,000
ooz Sumber Daya Alr dan Listrik Sumber Daya Air & Listrik Kampung Baro u Bulan 130,000
180 2.08] oo Suly Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayaman Umum  Jumish waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Hots Banda Aceh, Balturrabman, 2 Bulan 187,384,973 PAD 12 Bulan 187,354,973
Kantor Umum Xantor Kampung Baro
8/01| 20 Kagirton Petneilhoraan Serang Mitk Deorshs [Persentons pemenulian hebutuhan :
Penunang Urusan Pemerintah Deersh (pameliharsan Barang Millk Daarwh Pesiunjong .i..__..c......h_.!s 10 % nasse| W 00 % 1AL
Urusan Pemevintahan Desrsh -
180|208 Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, lumtah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak
00> {Biaya Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Kot Bande Aceh, Balturahman, | unit 43,670,000 PAD 7 Unit 43,570,000
kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan Kemparg Bare
18 (01| 209 o006 mc.w Kegiatan Perneliharaan Peralatan dan Mesin r._a_u.: Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kota Banda Aceh, Batturahman, . Unit 69,303,474 PAD 5 Unit £,389,474
Lainnya dipelihara Kampong baro
18(01] 209 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana  Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan
0010 |dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantar atau Bangunan kaa m..”-!“(q-..”e_..%! 2 Unit 18,806,465 PAD 2 Unit 18,806,465
Lzinnya Lainnya yang dilaksanakan
18 | 02 Program Pengembangan Hdim Penaraman Modal |Persentase Pengembangan Ikiim Penanaman
. . Kots e e w | % nooo0|  PaD w % 7,000,000
1810210 Kegiatan Penatapan Pentberian Fasllitas/insentil Jumiah Penetapan Pemberien Fasiiitas/insentit :
Oibidang Penanaman Modal yang Menjad] Dibidang Penansmen Mods! Wota Benda Acsh 0 % 20,000,000 PAD 100 % 8._-3.3..
Kewnnangar: Deersh Ksbugpaten/Kota
1802|201 Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Jumiah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
001 [Mengenai Pemberlan Fasilitas/Insentif dan Pemberian Fasiitas/Insentif dar Kemudahan Kota Banda Aceh 1 Bokumen 20,000,000 PAD 1 Dokumen 20,000,000
Kemudahan Penanaman Modal Penanaman Modal :
18|02 20 Kegiatar: Pamtbusten Peta Potensl Yvestasl umish Pambustan Pets Potens] Penanaman ”
Kabupaten/Xota Modal 100 % 17,000,000 :
Kotn Bande Acsh 00 % 17,000,000 PAD
1B(02] 20 o001 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Jumlah Rencana Umum Penanaman Medal ota Sanda Adth 1 Dokumen 17,000,000 PAD 1 Dokumen 17,000,000

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan
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i8 Program Promosi Penanaman Modal P Promaosi P Modal
Keta Bonda Acth 100 % 43,123,000 PAD 100 L 48,123,000
18 2m Kagistan Penyelonggarsen Promos] Penanaman  |fumish Laporan Penyslengiwash Promosl i
Modal yang Mienjed) Kewenangan Desrsh {Pansnamen Modal Nata Burvés Acsh 1 Laporsn 43,129,000 PAD ) % 48,123,000 .
s { Kotn !
18 0 0002 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keglatan Promosi lumiah Keikutsertaan Pameran investasi Wota Barls Aceh 1 Kali 48,123,000 PAD 1 Dokumen 48,123,000
Penanaman Madal Daerah Kabupaten/Keta
18 Program Palayanan Pananaman Modal P Tingkat Kep ¥ Kote Randa Aceh 100 % 130,118, 154 PAD w0 % 130,118,164
18 FX Hogistan Pulsywian Perizinen dm Non Pevtzinen  |fumish Pelsyanan Perizinan den Nonperizinen ,
secarn Terpedu Satu Pintu o Bdeng Penersmen  (Secers Terpadu Satu Pintu Dibtdang Petiensmen .
Modal yang marnjaci ewensngan Dasrsh Moda Kota Sende Acsh F Laporsn 130,118,184 PAD 100 % 150,118, 14
Kabupsten/Kota
18 201 Sub Keglatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah Pengawasan Tempat Usaba yang
0006 Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko |Memiliki kinusaha Nots Sands Acth 200 | Pelaky Usaha 75,268,164 PAD 200 Pelaku Usaha 75,198,164
Terintegrasi secara Elektronix
18 20 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Jumiah masyarakat yang Dilayani untuk
o007 Pengaduan Layanan Konsultasf Perizinan Berusaha |Konsultas|/Pengaduan yang Ditindaklanjuti Kot neh 500 Masyarakat 54,820,000 BAD 500 | Masyarakat 54,820,000
Be rbasis Risiko
1 o P dalian P P P Nl Modat
”“u._ ) Kots Bt Acsh 100 % 4334000  DAK 100 % 453,394,000
18 201 Kaglatan Pengendalien Pelsksansan Pensnaman  |jumish Laporan Pengandatian Pelsksanssn :
Modal yang menjad! Kawsnangan Deersh Penanaman Modal Kot Bands Ach 100 % 423,504,000 DAK ) % ATINI00
Kabupaten/Xota
18 101 Sub Kegiatan Penyelesalan Parmasalahan dan umlah Laporan pemantauan
. . i Kegiatan
0004 Harmbatan yang dikadapi Pelaku Usaha dalam Xota Banda Acth 1 Kegiatan 40,000,000 DAK 10 cnu,u:u 40,000,000
mereal|sasikan Kegiatan Usahanya, Usaha
18 201 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah ;
0005 {usaha. mendapatkan pembinaan Kota Bands Acsh 250 Pelaku Usaha 373,815,200 DAK 250 Pelaku Usaha 373,815,200
18 20 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman wodal. Iumlah faporan Pelaksanaan pengawasan Kegiatan Kegiatan
0006 Penanaman Modal ¥ots Banda Aceh £ Usana 19,578,800 DAK £ ks 19,578,800
12 Program Pangelofaan Outs dan Sisvem Infy | |Parsentase P k Sistam Inf h
ol 157,600,000 FAD 100 % 167,600,000
Penanaman Modsl Pananaman Modal Kata Benda Acsh m ¥ o,
18 201 Kegintan Pengalolaan Dats dan Informasi Jumiah Sistem Informas! Perizinan Berbasts
Parizinan dan Nom Peritinan yeng Terintegrasi Elaktronik yang Terintagras) dangan Sistem Kots Renda Amh w % 157,600,000 PAD 10 % 157,600,000
pada Tingkat Daersh Kabupaten/Kota Palaysnsn Perizinan dan Non Perizinan
13 201 Sub Keglatan Pengolahan, Penyajian dan Jumnliah Sistem Informasi Perizinan Berbasis
0002 Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan  [Elektronik yang Terintegras: dengan Sistem Kota Banda Adth 1 Bokumen 157,600,000 PAD 1| Dokumen 157,600,000

Nen Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Pelayanan Perizinan dan Non Perizingn
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah kota Banda
Aceh dan Hasil evaluasi Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada
dokumen tersebut DPMPTSP kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13
(tiga belas) kegiatan dan 24 {Dua Puluh empat) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan
indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai
tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP kota Banda Aceh yaitu “Mengoptimalkan
Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu”, dengan sasaran Optimalnya Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola

Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan

“pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal” dengan
sasaran jangka menengah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui
kebijakan Penanaman Modal.
1. Program
DPMPTSP kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka

disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang
dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 — 1317 Tahun
2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun
2021 Tentang Hasil Verifikasi, VAlidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun
kegiatan unggulan/prioritas DPMTPSP kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

3) Program Promosi Penanaman Modal;

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

5) Program Pelayanan Penanaman Modal;

6) Program pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal;
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2, Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu
ditetapkan bebrapa kegiatan untuk menunjang program — program yang telah ada. Untuk
merealisasikan program — program diatas, ditetapkan kegiatan — kegiatn yang akan
dilaksanakan antara lain:

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

3) Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5} Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

9} Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/ Kota.

12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan

Daerah Kabupaten/Kota

14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang

Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Sub Kegiatan
Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari
aktivitis atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan

ketentuan perundang — undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan — kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan — sub

kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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2)
3)
4)
5)
6)
7}
8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Brusaha
Berbasis Risiko.

Penyelesaian Permaslahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam

merealisasikan kegiatan usahanya

22) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

23)

Pengawasan Penanaman Modal
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24) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik.
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Tabel 4.1
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025
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BAB. V
PENUTUP

Dokumen Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional
program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banda aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan
Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah,
selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasik=lan stategis daerah Kota Banda Aceh.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya
sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang
dan Sekretariat pada DPMPTSP kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota
Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja
DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP
kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja
Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala
Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 24 November 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Andri, S.gTP,. M,5Si
Pembinﬁ/ NIP. 19840323 200212 1 002
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